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Peraturan POJK yang

dikeluarkan terdiri POJK

Nomor 17/POJK.03/2021

tentang Perubahan Kedua

atas POJK Nomor 11/PO-

JK.03/2020 tentang Sti-

mulus Perekonomian Na-

sional sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak

Penyebaran Coronavirus

Disease 2019 dan POJK

Nomor 18/POJK.03/ 2021

tentang Perubahan Kedua

atas POJK Nomor 34/PO-

JK.03/2020 tentang Kebi-

jakan bagi Bank Per-

kreditan Rakyat dan Bank

Pembiayaan Rakyat Sya-

riah sebagai Dampak

Penyebaran Coronavirus

Disease 2019.

"Perpanjangan masa re-

laksasi restrukturisasi

kredit perbankan tersebut

diharapkan dapat mene-

ruskan momentum pemu-

lihan ekonomi serta men-

dorong pertumbuhan pe-

nyaluran kredit perbank-

an," kata Ketua Dewan

Komisioner OJK Wimboh

Santoso di Jakarta, Rabu

(15/9).

Dikatakan, perpanjan-

gan kebijakan countercycli-

cal sebagai langkah antisi-

patif dan lanjutan untuk

mendorong optimalisasi ki-

nerja perbankan, menjaga

stabilitas sistem keuang-

an, dan mendukung per-

tumbuhan ekonomi, dalam

rangka menjaga momen-

tum indikator perbankan

yang sudah mengalami

perbaikan serta untuk

mempersiapkan bank dan

debitur untuk kembali nor-

mal secara perlahan se-

hingga menghindari poten-

si gejolak setelah kebi-

jakan ini berakhir.

Wimboh Santoso menje-

laskan, POJK Nomor

17/POJK.03/2021 ini

merupakan Perubahan

Kedua atas POJK Nomor

11/POJK.03/2020 tentang

Stimulus Perekonomian

Nasional sebagai Kebijak-

an Countercyclical Dam-

pak Penyebaran Corona-

virus Disease 2019. Dalam

ketentuan ini, masa berla-

ku kebijakan stimulus per-

ekonomian bagi debitur

perbankan yang terdam-

pak Covid-19 diperpanjang

sampai dengan 31 Maret

2023.

Kebijakan tersebut men-

cakup penilaian kualitas

aset berdasarkan ketepat-

an pembayaran untuk kre-

dit/pembiayaan dengan

plafon sampai Rp 10 miliar,

penetapan kualitas lancar

atas kredit/pembiayaan

yang direstrukturisasi, ser-

ta penetapan kualitas kre-

dit/pembiayaan baru se-

cara terpisah dari fasilitas

existing. 

POJK ini tetap mene-

kankan agar perbankan

tetap menerapkan prinsip

manajemen risiko dalam

rangka implementasi per-

panjangan kebijakan stim-

ulus perekonomian terse-

but.

Sementara POJK No-

mor 18/POJK.03/2021 me-

rupakan Perubahan Ke-

dua atas POJK Nomor

34/POJK.03/2020 yang

menegaskan mengenai

pemberlakuan seluruh ke-

bijakan bagi BPR dan

BPRS sebagaimana diatur

dalam POJK Kebijakan

BPR/BPRS diperpanjang

sampai 31 Maret 2023.

POJK ini tetap mene-

kankan penerapan mana-

jemen risiko, termasuk an-

tara lain melalui penyu-

sunan pedoman dan kebi-

jakan, dokumentasi dan

administrasi seluruh kebi-

jakan yang diterapkan,

dan pelaksanaan simulasi

uji dampak penerapan ke-

bijakan terhadap permo-

dalan dan likuiditas BPR

dan BPRS, termasuk un-

tuk memastikan pemba-

gian dividen dan/atau tan-

tiem tidak berdampak pa-

da kecukupan permodalan

BPR dan BPRS.

Perpanjangan kedua ke-

tentuan terkait kebijakan

stimulus ekonomi diharap-

kan dapat menjaga stabili-

tas kinerja baik dari sisi

perbankan maupun pela-

ku usaha sektor riil yang

memiliki peran penting

dalam pemulihan ekonomi

nasional.           (Lmg)-f
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PEMBUATAN DI SEBUAH KOS DI BOYOLALI

Bea Cukai Amankan Ribuan Miras Palsu
Vaksinasi Lancar, Pariwisata Berpotensi Pulih

BOYOLALI (KR) - Pa-

brik minuman keras (mi-

ras) palsu yang berada di

Dukuh Puluhkadang Desa

Mojolegi Kecamatan Teras

Kabupaten Boyolali Jateng

terlihat lengang setelah se-

belumnya digerebek Bea

Cukai Surakarta. Dari ha-

sil penggerebekan itu, pe-

tugas mengamankan ribu-

an botol miras palsu yang

sudah dikemas dan siap di-

jual secara eceran.

Kapolres Boyolali, AKBP

Morry Ermond melalui

Kapolsek Teras, AKP Agus

Marjoko membenarkan ke-

jadian tersebut. "Ya, se-

buah kos milik MDL warga

Dukuh Puluhkadang di-

gerebek petugas Bea Cu-

kai. Dari informasi yang di-

dapat, Bea Cukai Sura-

karta menyita 1.886 botol

miras dari berbagai merk

yang diduga palsu," ujar

Agus Marjoko, Rabu (15/9).

Menurutnya, dari hasil

cek lokasi petugas Polsek

Teras di TKP, didapati pe-

nyegelan dari Bea Cukai

Surakarta. Sementara ini,

polisi melakukan peman-

tauan terkait dengan apa

yang dilakukan MDL.

Dikatakan AKP Agus

Marjoko, dari hasil cek lo-

kasi petugas menemukan

beberapa botol miras ko-

song dari berbagai merk

yang diduga untuk memal-

sukan merk miras. "Dari

TKP petugas menemukan

botol putih satu literan

kondisi baru tanpa merk

yang ditata rapi dan bebe-

rapa botol bekas minuman

bermerk terkenal," ung-

kapnya.

Sementara, menurut

pengakuan orangtua pela-

ku, PH mengatakan, yang

diamankan petugas Bea

Cukai Surakarta adalah

anaknya. (M-2)-f

JALANKAN TUGAS PRESIDENSI G20

RI Perhatikan Negara Berkembang-Kelompok Rentan
JAKARTA (KR) - Menteri Luar

Negeri (Menlu) Republik Indonesia

Retno LP Marsudi mengatakan, sela-

ma memegang tongkat estafet Pre-

sidensi G20 yang dimulai 1 Desem-

ber 2021, Indonesia akan memegang

semangat utama pulih bersama.

Untuk itu diperlukan semangat

inklusivitas, solidaritas, kerja sama,

kolaborasi, dan kemitraan.

"Inklusivitas akan menjadi salah

satu kata kunci dalam Presidensi

G20 Indonesia. Indonesia tidak ha-

nya akan memperhatikan kepenting-

an anggota G20 saja, namun juga ke-

pentingan negara berkembang dan

kelompok rentan. Ini memang meru-

pakan DNA politik luar negeri Indo-

nesia," kata Retno LP Marsudi me-

ngenai  kesiapan Presidensi Indone-

sia di G20 Tahun 2022 di Jakarta,

Rabu (15/9).

Retno menegaskan, Indonesia

akan memberikan perhatian besar

kepada negara berkembang baik di

Asia, Afrika, Amerika Latin, terma-

suk negara-negara kepulauan kecil

di Pasifik dan Karibia. "Kita juga

akan merangkul keterlibatan berba-

gai kalangan perempuan, pemuda,

akademisi, dunia usaha, dan par-

lemen," imbuhnya.

Selama menjalankan tugas Pre-

sidensi G20 ini, papar Menlu, selain

isu kesehatan dan pandemi serta

pembangunan berkelanjutan, per-

hatian besar akan diberikan kepada

usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) dan ekonomi digital yang

sukses menjadi penggerak ekonomi

di masa pandemi. "Kita ingin men-

dorong pengakuan atas peran pen-

ting dan pemberdayaan tenaga ker-

ja difabilitas dalam dunia kerja,"

terangnya. 

Selain itu, akan diselenggarakan

pula forum bisnis dan kemitraan di

sektor infrastruktur berkelanjutan

dan investasi kesehatan. "Kita perlu

memperkuat sektor-sektor tersebut

untuk mencapai pemulihan, pertum-

buhan, dan ketahanan bersama,"

tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Per-

ekonomian (Menko Perekonomian)

Airlangga Hartarto mengatakan, de-

ngan menjadi tuan rumah, Indonesia

memiliki kesempatan untuk ikut

menentukan arah desain kebijakan

pemulihan ekonomi global. 

"Dengan menjadi Presidensi 2022,

Indonesia memiliki kesempatan se-

cara strategis untuk ikut menentu-

kan arah desain kebijakan pemulih-

an ekonomi global, terutama pada

masa pascapandemi Covid-19 ini,"

ungkap Airlangga. 

Disampaikan, rangkaian G20 mu-

lai 1 Desember 2021 hingga 30 No-

vember 2022 ini berjumlah 150

pertemuan yang terdiri pertemuan

konferensi tingkat tinggi, pertemuan

tingkat menteri dan gubernur bank

sentral, pertemuan tingkat sherpa,

pertemuan tingkat deputi, perte-

muan tingkat working group, dan

pertemuan tingkat engagement

group, serta side events.  (Sim)-d

JAKARTA (KR) - Pariwisata menjadi

sektor yang paling terdampak pandemi

Covid-19, yang ditunjukkan dengan penu-

runan drastis jumlah kunjungan wisa-

tawan. Dalam upaya pemulihan pariwisa-

ta tahun 2021, Pemerintah Indonesia te-

tap memberikan prioritas pada aspek ke-

sehatan dan keselamatan masyarakat,

antara lain melalui penerapan protokol

kesehatan dan vaksinasi Covid-19.

"Dalam penyelenggaraan kegiatan ke-

pariwisataan di masa pandemi ini, peme-

rintah Indonesia telah menetapkan pro-

tokol kesehatan berbasis Cleanliness,

Health, Safety and Environment Sus-

tainability (CHSE). Protokol kesehatan

berbasis CHSE menjadi standar penyia-

pan destinasi wisata," kata Wakil Presi-

den (Wapres) KH Ma'ruf Amin saat mem-

berikan sambutan pada Hybrid Event

Leaders Summit Asia - Global Tourism

Forum (GTF) 2021, di Hotel Raffles, Ja-

karta, Rabu (15/9).

Untuk mewujudkan standar tersebut,

lanjut Wapres, diperlukan dukungan selu-

ruh pemangku kepentingan termasuk

para wisatawan, baik domestik maupun

internasional, untuk berdisiplin secara ke-

tat melaksanakan protokol kesehatan

CHSE.

Di samping itu, menurut Wapres, pro-

gram vaksinasi juga diharapkan mampu

menjadi basis yang kuat menuju pemulih-

an sektor pariwisata.

"Program vaksinasi dilaksanakan de-

ngan sasaran dan skala prioritas yang

tepat untuk mencapai herd immunity pa-

da akhir Tahun 2021. Sebagai upaya men-

cegah penyebaran Covid-19, ditargetkan

77 persen atau sekitar 208 juta dari pen-

duduk Indonesia dapat divaksinasi. Hal

ini akan menjadi game changer bagi sek-

tor pariwisata," urai Wapres.

Wapres juga menuturkan, pemerintah

melihat bahwa tren wisata dunia juga di-

warnai dengan meningkatnya jumlah des-

tinasi wisata halal di berbagai negara, ti-

dak saja di negara yang berpenduduk ma-

yoritas muslim. Bagi Indonesia, konsep

wisata halal berarti pemenuhan fasilitas

layanan halal yang ramah bagi wisa-

tawan muslim (moslem friendly tourism)

di destinasi wisata, seperti akomodasi,

restoran atau makanan halal, tempat iba-

dah yang memadai, serta fasilitas layanan

halal lainnya.

Dalam implementasinya, pengembang-

an wisata halal masih terkendala oleh

masih rendahnya literasi masyarakat. 

(Sim)-f

PENANGANAN KORBAN KEBAKARAN LAPAS

25 Jenazah Berhasil Diidentifikasi
JAKARTA(KR) - Sampai saat ini 25 je-

nazah korban kebakaran Lembaga Pema-

syarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang su-

dah berhasil diidentifikasi Tim Disaster

Victim Identification (DVI) Polri. Dengan

demikian, kata

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia (Wamenkumham) Edward Omar

Sharif Hiariej, tinggal 16 korban lagi yang

masih diidentifikasi Tim DVI dan dokter

forensik. "Bagi Tim DVI Polri tidak mudah

melakukan identifikasi. Namun,  dengan

kerja keras dan profesionalnya, Polri ber-

hasil mengidentifikasi 25 jenazah," jelas

Edward Omar Sharif Hiariej, Rabu (15/9).

Sehubungan hal ini, Kemenkumham,

pada saat bersamaan juga menyerahkan

salah seorang jenazah korban kebakaran

di Lapas Kelas I Tangerang sekaligus

pemberian santunan sebagai bentuk tali

asih sebesar Rp 30 juta. Selain itu, Ke-

menkumham juga memberikan bantuan

Rp 6,5 juta untuk biaya pemakaman.

Eddy Hiariej  berpesan agar ahli waris

dan pihak keluarga korban tidak melihat

bantuan tersebut dari jumlahnya. Tetapi,

lebih kepada bentuk tanggung jawab ne-

gara atas kejadian tersebut. "Kemen-

kumham menyampaikan duka cita yang

sangat mendalam. Kejadian ini sama se-

kali tidak kita inginkan," katanya. 

Lapas Kelas I Tangerang terbakar

Rabu (8/9) dini hari. Sekretaris Pusat Ke-

dokteran dan Kesehatan (Sespudokkes)

Polri Kombes Pol Pramujoko  mengata-

kan, Tim DVI Mabes Polri mengandalkan

data pembanding berupa DNA dari kelu-

arga untuk mengidentifikasi jenazah kor-

ban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang.

Selain berdasarkan DNA, jelasnya, juga

mengidentifikasi korban kebakaran me-

lalui ciri khas pada tubuh. "Saat ini kita

hanya mengandalkan pemeriksaan DNA

sebagai utama (primary), ditambah data

pada tubuh secara umum, misalnya, jenis

kelamin, tinggi badan, sedikit rambut

yang tersisa pada korban," kata Pramu-

joko di RS Polri Kramat Jati Jakarta.

Hingga kini sebanyak 25 jenazah yang

telah berhasil teridentifikasi dari total 41

jenazah korban kebakaran Lapas Tange-

rang. Pramujoko menambahkan, pihak-

nya bekerja cepat dalam mengungkap

identitas diri korban kebakaran Lapas

Tangerang. "Sisa yang ada Insya Allah ki-

ta bekerja cepat sesuai harapan masyara-

kat untuk bisa menyelesaikan. Tapi kita

mohon maaf kepada masyarakat untuk

bersabar karena pemeriksaan DNA tak

gampang," ujar Pramujoko.              (Ful)-f

KR-Mulyawan

Petugas Polsek Teras, Boyolali memeriksa TKP pembuatan miras palsu.

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuang-
an (OJK) menerbitkan dua ketentuan yang
memperpanjang masa kebijakan relaksasi
restrukturisasi kredit perbankan dari Maret
2022 menjadi Maret 2023 untuk menjaga
momentum pemulihan ekonomi.  


